BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Landasan Teori
2.1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting
bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun
perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan
perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah
organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan
organisasi itu.
Sumber Daya Manusia menurut M. T. E. Hariandja

“Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting
dalam sebuah perusahaan selain faktor yang lainnya seperti Kinerja
ataupun modal. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia (SDM) harus
dikelola dengan sangat baik supaya bisa meningkatkan efektivitas dan
efisiensi organisasi perusahaan”.

Sedangkan Ermaya Sumber Daya Manusia, yaitu

“Sumber daya manusia adalah faktor utama dan pertama dalam setiap
proses pembangunan. Sumber daya manusia di dalam pembangunan
memiliki peran ganda yaitu menjadi subjek dan objek dari aktivitas
pembangunan yang dijalankan”.

Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai
sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau
organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah baru di luar H.R. (Human
Resources), yaitu H.C. atau Human Capital. Di sini SDM dilihat bukan sekadar
sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan,
dikembangkan (bandingkan dengan portfolio investasi) dan juga bukan sebaliknya
sebagai liability (beban,cost). Di sini perspektif SDM sebagai investasi bagi
institusi atau organisasi lebih mengemuka.

Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan

makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi



anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh,
karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Sedangkang pengertian
SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia
angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja.

Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang
bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan

berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

2.1.2 Karakteristik Ideal Sumber Daya Manusia Berkualitas

Tentunya kualitas manusia Indonesia tersebut nerupakan nilai-nilai final
yang perlu dijabarkan dalam suatu pola dan tingkatan nilai-nilai sementara
maupun nilai instrumental, termasuk tahap-tahap pencapaiannya. Keseluruhan
upaya untuk mewujudkan nilai-nilai kualitas manusia Indonesia ini perlu
diruangkan Jadi kemampuan untuk memahami alam harus dipandang tidak
semata-mata dari segi potensi manusia untuk mengeksploitasi alam saja, tapi juga
dari potensinya untuk mendapatkan peningkatan keinsafan trasendental. Dengan
kata lain kelengkapan IMTAQ dan IPTEK.

Menurut H. A. R.Tilaar dapat ditemukan ciri-ciri manusia yang berkualitas
yaitu:
Manusia yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan yang maha esa;
Berbudi luhur;
Berkepribadian;
Berdisiplin;
Bekerja keras;
Tangguh;
Bertanggung jawab;
Mandiri;

Cerdas dan terampil,
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10. Sehat jasmani dan rohani;
11. Cinta tanah air;

12. Semangat kebangsaan yang tinggi;
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13. Mempunyai rasa kesetiakawanan sosial;

14. Sikap inovatif dan kreatif.
2.1.3 Sistem

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan

lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut
W. Gerald Cole sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling
berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk
melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.
Jenis-jenis Sistem, yaitu:

- Terbuka & tertutup

- Sistem buatan & alam
Sifat-sifat atau karakteristik sistem, yaitu:

- Tujuan

- Input-Proses-Output

- Lingkungan

- Elemen-elemen yang Terkait

- Pengendali Sistem

- Ada Pengguna

2.1.4 Definisi dan Konsep Dasar Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas,
mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan
dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya
dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan
lainnya. Selanjutnya adapun beberapa konsep dasar akuntansi adalah sebagai
berikut :

1. Entitas Akuntansi (Accounting Entity): Dipandang dari konsep akuntansi,
perusahaan merupakan suatu entitas (kesatuan usaha) yang terpisah dan
berdiri sendiri di luar entitas ekonomi lain.

2. Kesinambungan (Going Concern): Bahwa perusahaan diasumsikan tidak
berhenti di satu periode saja, melainkan berlanjut terus dan bukan untuk

dijual.
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3. Periode Akuntansi (Accounting Period): Pada umumnya suatu periode
akuntansi terdiri dari 12 bulan atau satu tahun.

4. Objektif (Objective): Bahwa pencatatan transaksi-transaksi harus
didasarkan pada dokumen asli.

5. Pengukuran dalam satuan uang (Monetary Measurement Unit): Bahwa
pengungkapan dan penuangan transaksi harus dinyatakan dalam nilai
uang.

6. Harga Pertukaran (Historical Cost): Bahwa aset selalu dicatat dan
dilaporkan berdasarkan nilai perolehan atau nilai belinya karena lebih
obyektif dan mudah untuk pelaporannya.

7. Penandingan beban dengan pendapatan (Matching Cost Against Revenue):
Konsep ini menekankan perlunya menghubungkan beban biaya dengan

pendapatan yang diakui pada periode yang sama.

2.1.5 Sistem Akuntansi

Menurut (Mulyadi, 2001) sistem akuntansi adalah organisasi formulir,
catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan
informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan
pengelolaan perusahaan.

Menurut Warren, Reeve, Fees yang diterjemahkan oleh Aria Farahwati
dalam bukunya Warren, Reeve, Fees Accounting (2005), Sistem akuntansi adalah
metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengikhtisarkan,
dan melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan.

Dari Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah
organisasi formulir serta berbagai catatan transaksi yang dapat digunakan untuk

keperluan penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pengelolaan manajemen.

2.1.6 Definisi dan Karakteristik Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan
Negara (public finance), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (budget

execution), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat


http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-sistem-akuntansi/
http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-akuntansi-pemerintahan.html

12

seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit
pemerintahan. Adapun karakteristik dari akuntansi pemerintahan, yaitu:
e Tidak melakukan pencatatan laba negara karena keinginan mengejar laba
tidak inklusif.
e Tidak melakukan pencatatan kepemilikan pribadi.
e Betuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara.
e Penyelenggaraan akuntansi pemerintahan akuntansi pemerintaha tidak bisa
dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran
tiap-tiap negara.
2.1.7 Sistem Akuntansi Pemerintahan

Menurut PMK. 05 No. 238 Tahun 2011 sistem akuntansi pemerintahan
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen
lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan
pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan.

Definisi Akuntansi Pemerintahan menurut Revrisond Baswir (1998,7)
adalah sebagai berikut:

“Akuntansi Pemerintahan (termasuk di dalamnya akuntansi untuk

lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya), adalah

bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan

lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba”.
2.1.8 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Dengan  bergulimya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan '‘Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya khususnya
PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan
di dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya otonomi ini, daerah
diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri
dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah

mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber
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keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat
yang berkembang di daerah.

Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti
bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang
dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan
kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakikatnya merupakan
amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik
kepada masyarakat di daerah maupun kepada Pemerintah pusat yang telah
membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini,
ditandai dengan pcrubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem peng-
anggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan
keuangannya. Sehelum bergulirnya otonomi daerah, pertanggungjawaban laporan
keuangan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah hanya herupa
Laporan Perhitungan Anggaran dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan
untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi
Keuangan Daerah) yang diberlakukan sejak tahun 1981.

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan
manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
105 Tahun 2001, pernerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan
sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan
Daerah. Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajiban
pemerintah daerah dalarn membuat laporan pertanggungjawaban kuangan daerah
yang bersangkutan.

Dengan bergulirnya otonomi daerah, laporan pertanggungjawaban
keuangan yang harus dibuat oleh Kepala Daerah adalah berupa Laporan
Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah.
Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan daerah ini diberlakukan sejak
1 Januari 2001, sampai pada akhirnya saat ini pemerintah sudah mempunyai

standar akuntansi pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi
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pernerintah daerah di dalam membangun sistem akuntansi keuangan daerahnya,
yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dapat dikelompokkan ke
dalam dua sub sistem pokok berikut :
1. Sistem Akuntansi SKPD (SA-SKPD)
SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan
keuangan dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui PPKD.
2. Sistem Akuntansi PPKD (SA-PPKD)

SA-PPKD terbagi kedalam dua subsistem yang terintegrasi, yaitu:

a. SA-PPKD sebagai pengguna anggaran (entitas akuntansi) yang akan
menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD,
Neraca PPKD, dan CaLK PPKD.

b. SA-Konsolidator sebagai wakil pemda (entitas pelaporan) yang akan
mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD (selaku BUD)
dan melakukan proses konsolidasi lapkeu (lapkeu dari seluruh SKPD
dan PPKD menjadi lapkeu pemda yang terdiri dari Laporan Realisai
APBD (LRA), Neraca Pemda, LAK, dan CaLK Pemda).

2.1.9 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri terdapat dalam
Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, tentang pedoman pengurusan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan
anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah
dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang
berbunyi: ”Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah suatu sistem
akuntansi  yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran,
peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam
rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip
akuntansi”. (Pasal 70: ayat 1).

Sedangkan didalam Kepmendagri No. 13 Tahun 2006, mengemukakan:

“Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat
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(1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer”. (Pasal 23: ayat 1) Dari pengertian diatas dapat
ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan
serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu
skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam
bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak

ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

2.1.10 Laporan Keuangan
2.1.10.1 Definisi, danTujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
merupakan “laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor”. Sedangkan definisi laporan
menurut beberapa ahli antara lain:
Menurut Erlina (2008)

“Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah
dilakukan. Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-
prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005. Laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian,
pengukuran,pencatatan,dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas
pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggung
jawaban pengelolaan keuangan daerah dari pengambilan keputusan
ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang
memerlukannya. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus
sesuai dengan Standar Auntansi Pemerintahan (SAP)”.

Menurut Nordiawan, dkk (2007)

“Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan
informasi mengenai posisi keuangan serta realisasi anggaran,arus kas, dan
kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna
dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber
daya”.
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Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan
untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk
melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi evektifitas, efesiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu
menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Governmental Standard Board (GASB, 1998) tujuan penyajian
laporan keuangan sektor publik adalah :

1. Untuk memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara
publik.

2. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang
mempunya Kketerbatasan kewanangan, keterbatasan kemampuan atau
sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka
menyandarkan pada laporan sebagai sumper informasi penting. Untuk
tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan

para pengguna dan keputusan yang mereka buat.

2.1.10.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) ada empat
karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan
keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki dan juga agar
laporan keuangan yang dihasilkan harus beracuan dengan PP No. 71 Tahun 2010
yang mengharuskan laporan keuangan berbasis akrual. Keempat karakteristik
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat
didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu
mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa Kkini, dan memprediksi
masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa
lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat

dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
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Informasi dikatakan relevan jika memiliki kriteria dibawah ini:

Memiliki  manfaat umpan balik (feedback value). Informasi
memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi
mereka di masa lalu.

Memiliki manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu
pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil
masa lalu dan kejadian masa kini.

Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh
dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap
mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi
setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan
diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi

tersebut dapat dicegah.

. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan

dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat

diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya

tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial

dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai
berikut:

Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta
peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat
diharapkan untuk disajikan.

Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali
oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak
berbeda jauh.

Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak

pada kebutuhan pihak tertentu.
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3. Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan
keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat
dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat
dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari
tahun ke-tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas
yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila
entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik
daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut
diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan
batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas
pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang
dimaksud.

2.1.10.3 Komponen-komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun
2010, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
lagi. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akrual
dapat dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis
Kas Menuju Akrual paling lambat Tahun Anggaran 2015. Selain mengatur SAP
Berbasis Akrual, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP Berbasis Kas
Menuju Akrual yang saat ini masih digunakan oleh seluruh entitas.

Basis Akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi
atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan
pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima
atau dibayarkan. Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh dan beban
diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi.
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Manfaat basis akrual antara lain:
1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban
pemerintah
3. Bermanfaat dalam mengevalkuasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa

layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Komponen Laporan Keuangan berdasarkan PP 71 tahun 2010 yaitu:
1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai

anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-

LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna

bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi

sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan
terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

e Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya
ekonomi;

e Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna
dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan
efektivitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya

ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan

daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara
komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para
pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan
penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi
pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah
dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya

(APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap

komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi
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pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab
terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta
daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu
untuk dijelaskan. Namun dari segi struktur, LRA Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang
berbeda. Perbedaan ini lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber
pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi
anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/
defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran (SiLPA/SIKPA), yang mana berdasar pada basis kas.
a. Akuntansi Anggaran
Salah satu perbedaan utama akuntansi pemerintahan dengan akuntansi
perusahaan komersial terletak pada akuntansi anggaran. Dalam
pemerintahan, pencatatan telah dimulai pada saat anggaran
(APBN/APBD) disahkan dan dialokasikan. Akuntansi anggaran
merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen
yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja,
transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai
dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja,
dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang
dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri
dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran
(allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan
dan pengeluaran pembiayaan.
b. Akuntansi Pendapatan-LRA
Pendapatan negara/daerah merupakan iuran rakyat yang diamanatkan
kepada Pemerintah, sehingga akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk
memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan
untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan

daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat uang diterima pada Rekening
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Kas Umum Negara/Daerah, yang mana pencatatan pendapatan-LRA
dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu mencatat jumlah bruto
penerimaan, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran), namun ketika biaya atas pendapatan tersebut bersifat
variabel dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses
belum selesai, maka dapat mencatat nilai netonya. Pemerintah mungkin
saja melakukan kekeliruan dalam menghitung tagihan pendapatan yang
mengakibatkan kelebihan penerimaan pendapatan, jika hal ini terjadi maka
pemerintah harus mengembalikan pendapatan tersebut. Pengembalian
yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) terjadi atas
penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan (tahun anggaran
berjalan) maupun pada periode sebelumnya (tahun anggaran sebelumnya)
dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. Namun, untuk koreksi
dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas
penerimaan pendapatan-LRA vyang terjadi pada periode penerimaan
pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada
periode yang sama. Sedangkan untuk Koreksi dan pengembalian yang
sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA
yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo
Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian

tersebut.

. Akuntansi Belanja

Akuntansi  belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan
untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur
efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. Pengeluaran untuk belanja dapat
dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung dikeluarkan oleh
Bendahara Umum Negara/Daerah (BUN/BUD), atau melalui bendahara
pengeluaran. Jika pengeluaran dilakukan oleh BUN/BUD maka belanja
diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Negara/Daerah, sedangkan jika pengeluaran melalui bendahara
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pengeluaran maka pengakuan belanja dilakukan pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang
mempunyai  fungsi perbendaharaan.Jika terjadi kekeliruan dalam
pengeluaran belanja maka koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan
kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan
sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada
periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam
pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

. Akuntansi Surplus/Defisit-LRA

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan
dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA terjadi jika jumlah
pendapatan-LRA selama suatu periode lebih besar daripada jumlah belanja
pada periode tersebut, begitupula sebaliknya, defisit-LRA terjadi jika
jumlah pendapatan-LRA lebih kecil dari jumlah belanja selama satu
periode pelaporan tersebut.

. Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah,
baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan
diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus
anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman,
dan hasil privatisasi BUMN/BUMD. Sementara, pengeluaran pembiayaan
antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,
pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh
pemerintah di BUMN/BUMD. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat
uang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan dicatat
berdasarkan azas bruto. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan diakui pada
saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)
SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan

pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara
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realisasi pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan
pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai
SIlPA/SIKPA pada akhir periode pelaporan inilah yang nantinya
dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Apabila dalam
LRA terdapat transaksi mata uang asing maka harus dicatat/dibukukan
dalam mata uang rupiah atau dikonversi terlebih ke rupiah.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos
berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya),
penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
(SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun
sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan.
Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.
LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo
anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus
menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak
memiliki perbedaan.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap
entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta
mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan
jangka panjang. Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan
setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4)
persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka
pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.
Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan
periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-

pos lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara
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wajar posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP.
Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah dalam neraca
didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
1. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
2. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
3. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
Struktur Neraca Pemerintah Pusat memiliki beberapa perbedaan dibandingkan
dengan struktur Neraca Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).
Perbedaan tersebut diakibatkan karena kepemilikan aset negara berbeda
dengan kepemilikan aset di daerah. Aset negara lebih kompleks dibandingkan
dengan aset daerah. Salah satu contohnya adalah kas. Kas di Pemerintah Pusat
termasuk kas yang ada di Bank Indonesia. Seperti yang telah dinyatakan
sebelumnya bahwa neraca menggambarkan Penyusunan dan penyajian Aset
dan kewajiban. Dalam neraca kadang-kadang memiliki dasar pengukuran yang
berbeda, tergantung dari sifat dan fungsinya masing-masing. Sebagai contoh,
sekelompok aset tetap tertentu dapat dicatat atas dasar biaya perolehan,
sedangkan kelompok lainnya dapat dicatat atas dasar nilai wajar yang
diestimasikan. Secara garis tentang jenis-jenis aset, kewajiban dan ekuitas
serta pengakuan dan pengukurannya pada neraca dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Aset
Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam neraca aset
terbagi atas 2, yaitu:
a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
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e Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki
untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan, atau

e Dberupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,

piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain

deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat
berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain
piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi,
dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan persediaan
mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk
digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor,
barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan

barang bekas pakai seperti komponen bekas.

. Aset Non Lancar

Aset non lancar merupakan aset pemerintah yang penggunaannya
diharapkan melebihi satu periode pelaporan (1 tahun), terdiri dari aset
yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, serta aset yang
digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan
pemerintah maupun yang digunakan oleh masyarakat umum. Untuk
mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan
di neraca, aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka
panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka
panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama
lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang berupa investasi honpermanen
dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi
jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan, seperti: Investasi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan
penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan

kepada fihak ketiga. Sedangkan investasi permanen adalah investasi
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jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan,
seperti: Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN/BUMD, badan
internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari: a) Tanah;
b) Peralatan dan mesin; ¢) Gedung dan bangunan; d) Jalan, irigasi, dan
jaringan; e) Aset tetap lainnya; dan f) Konstruksi dalam pengerjaan.
Dana Cadangan adalah dana yang disisinkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut
tujuan pembentukannya. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan
sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak
berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12
(dua belas) bulan, aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan), dan
kas yang dibatasi penggunaannya. Pengakuan aset dilakukan apabila
ada potensi manfaat ekonomi di masa depan yang akan diperoleh oleh
pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
andal, atau dapat diakui juga pada saat diterima atau kepemilikannya
dan/atau kepenguasaannya berpindah ke tangan Pemerintah.
Sedangkan untuk pengukuran atau pencatatan suatu aset tergantung
dari jenis asetnya, diantaranya adalah dengan cara sebagai berikut:
1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal,
4. Persediaan dicatat sebesar:

e Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

e Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

e Nilai wajar apabila diperolen dengan cara lainnya seperti

donasi/rampasan.
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Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
(membangun sendiri) meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja,
bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua
biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap
tersebut. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset
tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset
tersebut.
Kewajiban
Kewajiban pemerintah merupakan utang yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah terbagi 2 jenis,
yaitu:
e Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek
dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar.
Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer
pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian
yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan
berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya bunga pinjaman,
utang jangka pendek dari fihak ketiga, utang perhitungan fihak
ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
e Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang
diharapkan dibayar dalam waktu diatas 12 (dua belas) bulan.
Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban
jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo
dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan jika:
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o Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12
(dua belas) bulan;
o Kewajiban tersebut bermaksud didanai  kembali
(refinancing) sebagai kewajiban jangka panjang oleh
pemberi pinjaman dan didukung dengan adanya suatu
perjanjian atau penjadualan kembali terhadap pembayaran,
yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
Pengakuan Kewajiban dilakukan pada saat dana pinjaman diterima
atau pada saat kewajiban timbul, dengan nilai penyelesaian yang
dapat diukur dengan andal. Kewajiban dicatat sebesar nilai
nominal dalam rupiah, sementara kewajiban dalam mata uang
asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
d. Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo
ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan
Perubahan Ekuitas. Berkaitan dengan jenis-jenis aset, kewajiban dan
ekuitas diatas, suatu entitas dapat menentukan subklasifikasi pos-pos
yang disajikan dalam neraca. Pengklasifikasian dilakukan dengan cara
yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan.
4. Laporan Arus Kas
Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan
keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas
untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen
laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan
menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum
negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah. Tujuan
pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber,

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi
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serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang baik
yang dipegang secara tunai oleh bendahara maupun yang disimpan pada bank
dalam bentuk tabungan/giro. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera
dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko
perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara
kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau
kurang dari tanggal perolehannya. Informasi arus kas berguna sebagai
indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk
menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan
arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan
keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat
bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan
bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah
(termasuk likuiditas dan solvabilitas). Laporan arus kas adalah bagian dari
laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas
selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,
investasi, pendanaan, dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas
operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang
memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas
tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga
dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi,
investasi, pendanaan, dan transitoris. Satu transaksi tertentu dapat
mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan
utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran
pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan
pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam
aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke

dalam aktivitas investasi. Untuk mengetahui perbedaan antara aktivitias
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operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris, berikut dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a. Aktivitas Operasi
Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode
akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang
menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas
yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan
datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas
dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: Penerimaan Perpajakan;
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Penerimaan Hibah; Penerimaan
Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya; Penerimaan
Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan Penerimaan
Transfer. Sedangkan arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama
digunakan untuk: Pembayaran Pegawai; Pembayaran Barang; Pembayaran
Bunga; Pembayaran Subsidi; Pembayaran Hibah; Pembayaran Bantuan
Sosial; Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan Pembayaran
Transfer. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang
sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan
dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas
operasi. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu
entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja,
penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka
pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

b. Aktivitas Investasi
Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya
yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi
mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka

perolenan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk
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meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat
di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri
dari: Penjualan Aset Tetap; Penjualan Aset Lainnya; Pencairan Dana
Cadangan; Penerimaan dari Divestasi; Penjualan Investasi dalam bentuk
Sekuritas. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
Perolehan Aset Tetap; Perolehan Aset Lainnya; Pembentukan Dana
Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah; Pembelian Investasi dalam
bentuk Sekuritas.

. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang
dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan
dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka
panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian
pinjaman jangka panjang. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara
lain: Penerimaan utang luar negeri; Penerimaan dari utang obligasi;
Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah; Penerimaan
kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Sedangkan Arus keluar kas
dari aktivitas pendanaan antara lain: Pembayaran pokok utang luar negeri;
Pembayaran pokok utang obligasi; Pengeluaran kas untuk dipinjamkan
kepada pemerintah daerah; Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada
perusahaan negara.

. Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas
dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas
bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan
pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang

persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK
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menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari
Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga
misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan
mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah. Arus masuk kas dari
aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris
seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari
bendahara pengeluaran. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas transitoris
meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang
keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.
Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan
cara metode langsung atau metode tidak langsung. Metode langsung
mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas
bruto. Sedangkan dalam metode tidak langsung, surplus atau defisit
disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan
(deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang
lalu maupun yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran
dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan
pendanaan. Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah disarankan untuk
menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas
operasi, karena keuntungan penggunaan metode langsung tersebut
diantaranya dapat menyediakan informasi yang lebih baik untuk
mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang, lebih mudah
dipahami oleh pengguna laporan, serta data tentang kelompok penerimaan
dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.
Struktur dari laporan arus kas terpengaruh oleh pos-pos yang ada dalam
laporan keuangan sebelumnya, khususnya Laporan Operasional dan
Neraca.
5. Laporan Operasional
Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-

LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang
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penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan
membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan
beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan.
Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional
menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah
untuk menjalankan pelayanan;

2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan
kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima
untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode
mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan
peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus
akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai
keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hubungannya dengan
laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat
dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan operasional yang dianalisis
menurut suatu Klasifikasi ekonomi, beban-beban dikelompokkan menurut
klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat
tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan
tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan.
Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil
karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.
Namun jika laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi,
beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya.

Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai
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dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal
ini pengalokasian beban ke setiap fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas
dasar pertimbangan tertentu.

Dalam memilih penggunaan kedua metode Klasifikasi beban tersebut
tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta
hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang
mungkin berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan, baik
langsung maupun tidak langsung. Karena penerapan masing-masing metode
pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka SAP
memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang
dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak pada entitas tersebut.
Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut Klasifikasi fungsi
juga harus mengungkapkan tambahan informasi beban menurut klasifikasi
ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan
tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman. Sama halnya dengan LRA,
struktur Laporan Operasional Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki perbedaan. Perbedaan struktur tersebut
juga diakibatkan karena perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, yang
membedakan antara LRA dengan LO diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pengelompokan pada LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer
dan pembiayaan, sedangkan pengelompokan pada LO terdiri dari
pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari
kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.

b. LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis Kkas,
sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis
akrual.

c. Akibat dari perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Pada LRA,
pembelian aset tetap dikategorikan sebagai belanja modal atau
pengurang pendapatan, sedangkan pada LO, pembelian aset tetap tidak

diakui sebagai pengurang pendapatan.
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6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas
awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode
bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi
ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh
perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya;
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih
lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang
dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur Laporan Perubahan
Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan
digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai
pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan
Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan
mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam
tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan
penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya
dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan
keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam
menyikapi kondisi keunagan neagra yang dilaporkan secara lebih pragmatis.
Secara umum, struktur CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

3. lkhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
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4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada
laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya;

7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang
tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan

Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas

harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan

atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi
penjelasan atau daftar terinci dan analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan

Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi

Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan

untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban

kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Secara umum, susunan

CaLK sebagaimana dalam Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan

sebagai berikut:

a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

b. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

e Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan
kendalanya;

¢ Kebijakan akuntansi yang penting:
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e Entitas pelaporan;

e Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

e Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan;

o Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan
dengan Kketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan;

e Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk
memahami laporan keuangan.

c. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:

¢ Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;

e Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka Laporan Keuangan.

d. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan

CaLK pada dasarnya dimaksudkan agar laporan keuangan pemerintah
dapat dipahami secara keseluruhan oleh pembaca secara luas, tidak
terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun pemerintah saja. Oleh
karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pengguna maupun
pembaca laporan keuangan pemerintah, dalam keadaan tertentu masih
dimungkinkan setiap entitas pelaporan (pemerintah) menambah atau
mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam CaLK, selama
perubahan tersebut tidak mengurangi atapun menghilangkan substansi
informasi yang harus disajikan. Pemahaman yang memadai terhadap
komponen-komponen laporan keuangan pemerintah sangat diperlukan
dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan
memahami tujuan, manfaat dan isi/pos-pos dari setiap komponen laporan
keuangan, rakyat sebagai pengguna laporan keuangan akan lebih mudah
menilai kinerja Pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Rakyat
dapat mengetahui jumlah dan sumber dana yang dipungut/dikumpulkan

oleh pemerintah dalam setiap periodenya, bagaimana pengelolaannya,
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termasuk dapat menelusuri lebih jauh penggunaan dana masyarakat
tersebut serta mengevaluasi sejauhmana capaian dari  setiap
program/kegiatan pemerintah. Informasi yang ada dalam laporan keuangan
juga akan berguna untuk mengetahui jumlah serta jenis-jenis aset maupun
utang yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka mendukung kelancaran
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga kinerja pemerintah
dapat teridentifikasi secara jelas dan rakyatpun dapat memberikan
tanggapan atau penilaian terhadap Kinerja pemerintah tersebut. Dalam
kenyataannya, meskipun laporan keuangan sudah bersifat general
purposive atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak,
tetapi tidak semua pembaca/pengguna dapat memahami laporan keuangan
pemerintah dengan baik, akibat perbedaan latar belakang pendidikan dan
pengetahuan. Untuk itu, agar pengguna dapat menginterpretasikan seluruh
informasi-informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan secara
tepat maka diperlukan hasil analisis terhadap laporan keuangan

Pemerintah.

Dengan diberlakukannya SAP Berbasis Akrual, peraturan pelaksanaan dan
sistem akuntansi sudah pasti akan berubah, demikian juga dengan kapasitas dan
kemampuan SDM harus ditingkatkan, karena SAP Berbasis Akrual memang
memberikan informasi keuangan yang lebih baik tetapi implementasinya lebih
rumit dibandingkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

2.2  Kerangka Pemikiran
Berdasarkan kajian penelitian terdahulu maka penulis mencoba
menguraikan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:

Sumber Dava Manusia (X+) N v

\ Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah > pemerintah Kota Palembang (Y)
(X5)

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran
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Berdasarkan gambar di atas maka, peranan kerangka pemikiran dalam

penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan

diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas yaitu

kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah

mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang sebagai

variabel dependen pada SKPD Dinas dan Badan kota Palembang.

2.3 Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai

landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari

penelitian ini. Penelitian ini di buat dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

NO. JUDUL PENULIS KESIMPULAN

1 | Pengaruh Kompetensi Emilda Ihsanti, SDM mempunyai pengaruh signifikan positif
Sumber Daya Manusia Universitas Negeri terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan
dan Penerapan Sistem Padang (2014), Jurnal | SAKD tidak berpengaruh signifikan positif
Akuntansi Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan.

Daerah Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan
Daerah (Studi Empiris
pada SKPD Kab. Lima
Puluh Kota)

2 | Pengaruh Penerapan Angga Dwi Permadi, | Secara keseluruhan SAKD di Dinas Bina Marga
Sistem Akuntansi Universitas masuk kategori sangat baik, karena proses
Keuangan Pemerintah Widyatama Bandung | pencatatan akuntansi yang sudah sesuai dengan
Daerah Terhadap Kualitas | (2013), Skripsi SAP, serta untuk laporan keuangan pemerintah
Laporan Keuangan daerah di Dinas Bina Marga termasuk ke dalam
Pemerintah Daerah (Studi kategori baik karena sudah memenuhi kriteria
Kasus Pada Dinas Bina andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat
Marga Provinsi Jawa dipahami. Artinya SAKD berpengaruh terhadap
Barat) kualitas laporan keuangan.

3 | Pengaruh Penerapan Tutun Hermawanto Penerapan SAKD berpengaruh terhadap kualitas

Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah
Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan
Pemerintah Kota
Gorontalo

Botutihe, Universitas
Negeri Gorontalo
(2013), Jurnal

laporan keuangan pemerintah kota Gorontalo,
karena dapat membuat laporan keuangan yang
dihasilkan oleh pemerintah kota Gorontalo akan
semakin bagus
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Pengaruh Kualitas
Sumber Daya Manusia,
Pengawasan Keuangan,
dan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
Terhadap

Nilai Pelaporan
Keuangan Pemerintah
(Studi Empiris pada
SKPD Pemerintah Kota
Padang Panjang)

Fadhilla Husna,
Universitas Negeri
Padang (2013), Jurnal

Kualitas SDM tidak terdapat pengaruh signifikan
terhadap daerah karena belum memenuhi standar
yang ada. Informasi pelaporan keuangan
pemerintah daerah belum sepenuhnya dilakukan
dengan sempurna, pemerintah harus meng-
upgrade sistem informasi pelaporan keuangan
daerah sehingga tidak menghambat dalam
pencatatan akuntansi secara online.

Pengaruh Kualitas
Sumber Daya Manusia,
Penerapan Sistem
Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
(SIPKD), dan
Pengendalian Intern
Terhadap Nilai Laporan
Keuangan Pada Bagian
Keuangan SETDA
Kabupaten Buleleng

1. Made Ayu
Darmayani

2. Nyoman Trisha
Herawati

3. Anantawikrama
Tungga Atmaja

Universitas

Pendidikan Ganesha
Singaraja, Bali
(2014), Jurnal

Kualitas SDM, Penerapan SIPKD, Pengendalian
Intern Akuntansi berpengaruh positif ~ dan
signifikan terhadap nilai laporan keuangan. Dari
ketiga variabel independen yang paling dominan
adalah kualitas SDM

Pengaruh Kompetensi
SDM, Penerapan SAP,
dan Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah
Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan
Daerah

1. Kadek Desiana
Wati
2. Nyoman Trisna

Herawati
3. Ni Kadek

Sinarwati
Universitas

Pendidikan Ganesha
Singaraja, Bali
(2014), Jurnal

Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan SAKD
secara bersama-sama berpengaruh signifikan
terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Analisis Faktor-faktor
Yang Mempengaruhi
Kualitas Informasi
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Jembrana

1. Febry Perdana
Kusuma

2. 1 Nyoman
Mahaendra Yasa

3. | Ketut Djayastra

Universitas Udayana

Bali (2016), Jurnal

Kualitas SDM, Pengawasan Kuangan Daerah,
dan  Pemanfaatan  Teknologi Informasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
sistem pengendalian intern di Kab. Jembrana.
Kualitas SDM, Pengawasan Kuangan Daerah,
dan  Pemanfaatan  Teknologi Informasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kualitas informasi LKPD Kab. Jembrana. Ada
pengaruh tidak langsung Kualitas SDM,
Pengawasan Kuangan Daerah, dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap informasi LKPD melalui
sistem pengendalian intern Kab. Jembrana.

Sumber: Data yang diolah, 2017.
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2.4 Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya

dengan melihat hasil analisis peneliti. Adapun hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

HO1: Tidak terdapat pengarunh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan
Keuangan SKPD Dinas dan Badan Kota Palembang.

HO02: Tidak terdapat pengaruh SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD
Dinas dan Badan Kota Palembang.

HO3: Tidak terdapat pengarunh Kompetensi SDM dan SAKD terhadap Kualitas
Laporan Keuangan SKPD Dinas dan Badan Kota Palembang.

H1: Terdapat pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan
SKPD Dinas dan Badan Kota Palembang.

H2: Terdapat pengaruh SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD
Dinas dan Badan Kota Palembang.

H3: Terdapat pengaruh Kompetensi SDM dan SAKD terhadap Kualitas
Laporan Keuangan SKPD Dinas dan Badan Kota Palembang.



